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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui implementasi ke-

bijakan program bantuan benih jagung hibrida di Kabupaten Gorontalo; 2) 
untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan-prog-ram 
bantuan benih jagung hibrida di Kabupaten Gorontalo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis peneli-tian 
deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
melalui tahapan reduksi, penyajian & penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijak-an 
Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo be-lum 
berjalan secara optimal, yaitu terbatasnya sumber daya manusia dan dan 
sumber daya anggaran, standar operasional prosedur yang telah di atur oleh 
Menteri Pertanian masih perlu penyesuaian SOP di tingkat daerah karena 
terdapat beberapa SOP masih perlu kesepakatan dengan dinas terkait di 
tingkat provinsi, serta pemahaman masyarakat khusus-nya kelopmpok tani 
terhadap kebijakan ini masih sangat minim; 2) ham batan implementasi 
kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten Gorontalo 
yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan sumber anggaran pendukung 
serta kurangnya pemahaman masyarakat khususnya kelompok tani terahadap 
kebijakan ini masih sangat minim. 
Kata kunci: implementasi kebijakan; program bantuan benih jagung 

 
PENDAHULUAN 

Jagung (Zea mays ssp. mays) merupa-
kan salah satu komoditas utama tanaman 
pangan sebagai sumber karbohidrat di du-
nia selain gandum dan padi. Tanaman jag-
ung mempunyai peran penting untuk ber-
kontribusi dalam ketahanan pangan global. 
Keberadaan jagung tersebut memungkin-
kan pengurangan ketergantungan konsum-
si terhadap makanan pokok beras, selain itu 
jagung merupakan bahan baku yang sangat 
baik untuk produksi industri pakan ternak. 

Dalam pakan ternak jagung yaitu kom-
ponen utama pada ransum. Di Indonesia ke 
butuhan jagung masih didominasi untuk ba 

han baku keperluan pakan, kemudian ke-
perluan konsumsi pangan dan selebihnya 
untuk industri dan bibit. Selain itu jagung 
juga biasa dipanen lebih awal sebagai hi-
jauan untuk kebutuhan pakan ternak, dima-
na nutrisinya lebih tinggi dan sangat bagus 
untuk ternak. Dari tahun ketahun perkem-
bangan produk-produk jagung terus ber-
tambah seiring dengan perkembangan ke-
butuhan manusia. Seperti pengembangan 
pada pangan ada makanan ringan, susu jag-
ung, es krim jagung, mie jagung, dan juga 
gula jagung. 

Komoditi tanaman jagung di Provinsi 
Gorontalo merupakan komoditas yang san-
gat potensial dan strategis dimana hampir 
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semua masyarakat petaninya mengenal dan 
menanam jagung. Bahkan sejak dahulu 
masyarakat Gorontalo pada umumnya men 
jadikan jagung sebagai makanan pokok. 
Namun pada umumnya budidaya tanaman 
jagung belum dikelolah menggunakan tek-
nologi. Meskipun tanaman jagung bukan 
merupakan satu-satunya pemenuhan kebu-
tuhan pangan, namun komoditas jagung di 
Gorontalo memiliki nilai eonomi yang re-
latif stabil, dimana model bisnis jagung se-
cara market sudah hampir terakomodir se-
mua, baik untuk ssstem model bisnis kebu-
tuhan industri di Gorontalo maupun eks-
por. Bantuan jagung hibrida oleh pemerin-
tah untuk kelompok tani merupakan imple-
mentasi dari UU RI No 12 Tahun 1992 ten-
tang sistem budidaya tanaman, yang diatur 
dalam Putusan Kementrian No 46 Tahun 
2017 tentang pedoman umum pengelolaan 
dan penyaluran bantuan pemerintah ling-
kup kementrian pertanian, dengan juknis 
direktorat jenderal tanaman pangan no. 
28/HK.310/C/3/2017 tentang pelaksanaan 
kegiatan budidaya jagung 2017. 

Namun dalam penerapan kebijakan pe-
merintah dalam implematasi menuai ban-
yak hambantan, seperti kualitas benihnya 
yang sudah tidak bagus, oleh karena itu pe-
merintah juga harus mampu memastikan 
kualitas benih subsidi yang didistribusikan 
dalam keadaan baik dan masih jauh dari 
masa kedaluarsa hal ini berhubungan den-
gan pelaksanaannya, mekanisme pendistri-
busian dianggap belum efektif, karena ma-
sih panjangnya alur birokrasi yang harus 
dilewati untuk sampai pada keputusan 
yang rentang dengan keterlambatan pen-
yaluran bantuan tersebut yang akhirnya 
berdampak pada efektifitas dan efisiansi 
produktifitas hasil bantuan benih. Karena 
jika terjadi keterlambatan distribusi maka 
akan terjadi penundaan tanam dan akhirnya 
menunggu musim berikutnya dan hal ini 
akan berdampak pada kualitas benih, Kare-
na semakin lama tersimpan maka daya tum 
buh semakin menurun. 

Masalah lain yang sering dihadapi oleh 
para petani adalah pupuk. Jumlah pupuk 
subsidi dibatasi padahal lahan yang digarap 
sangat luas. Hal ini menyebabkan mereka 
seringkali kekurangan pupuk. Dimana hal 
ini merupakan penunjang hasil pertanian. 

Para petani tersebut bergantung pada 
pupuk subsidi. Hal ini dikarenakan tinggi-
nya harga pupuk non subsidi di lapangan 
yang berkisar antara dua kali sampai tiga 
kali lipat dari harga pupuk subsidi. 

Dengan adanya bantuan subsidi benih 
unggul oleh pemerintah dalam membang-
un pertanian di seluruh Indonesia adalah 
salah satu cara untuk mendorong masyara-
kat petani jagung untuk meningkatkan ha-
sil produksi jagung sekaligus stimulan dan 
memperkenalkan teknologi benih unggul. 
Sebenarnya kebijakan pemerintah ini su-
dah lama dan dari tahun ketahun cakupan 
dan besaran wilayah berbeda dengan asum-
si bisa menyebar keseluruh wilayah Indo-
nesia, bukan hanya komoditas jagung, na-
mun jenis tanaman lainnya juga seperti itu 
termasuk benih padi dan kedelai. Hingga 
sekarang program ini masih berjalan den-
gan tujuan peningkatan hasil produksi yang 
memiliki kualitas  baik sehingga berdam-
pak baik untuk penigkatan nilai ekonomi. 
Baik dalam bentuk kebijakan program sub-
sidi langsung maupun tidak langsung. 

Jumlah bantuan subsidi dari tahun ke-
tahun terus meningkat, dengan tujuan ada 
perluasan tanaman jagung benih unggul, 
peningkatan hasil produksi jagung, penam-
bahan daya serap tenaga kerja untuk men-
ambah pendapatan ekonomi dalam ber-
kembangnya usaha benih unggul, usaha pa-
kan dan industri pangan yang bahan baku-
nya dari jagung. Yang akhirnya berdampak 
positif terhadapa ketahanan pangan. 

Secara umum permasalahan yang juga 
mempengaruhi daya minat usaha petani ja-
gung adalah kestabilan harga di pasaran 
yang tidak begitu menentu, pemerintah se-
harusnya dapat menjamin kestabilan harga 
jagung. Salah satu penyebab ketidakstabil-
an harga adalah over supply dan fluktuasi 
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harga, apabila harga stabil, maka daya tarik 
petani untuk menanam jagung hibrida dan 
menggunakan teknologi pertanian akan me 
ningkat dengan sendirinya dan hasil pro-
duksi akan meningkat. Dengan demikian 
kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi 
sepanjang tahun. 

TINJAUAN PUSTAKA 
Teori Administrasi Publik 

Menurut Pasolong (2016:8) bahwa ad-
ministrasi publik merupakan kerja sama 
yang dilaksanakan oleh sekelompok orang 
maupun lembaga untuk melaksanakan tu-
gas-tugas pemerintahan guna memenuhi 
kebutuhan publik baik secara efisien serta 
efektif. Peran administrasi publik secara 
umum adalah mencapai tujuan yang efisien 
dan efektif. Oleh karena itu setiap kegiatan 
dalam administrasi publik diusahakan ter-
capainya tujuan sesuai yang telah diren-
canakan dan mengandung perbandingan 
terbaik antara input serta output. Adminis-
trasi publik digunakan untuk memahami 
hubungan baik antara pemerintah dengan 
publik secara umum dan juga untuk me-
ningkatkan daya tanggap atas kebijakan 
untuk berbagai kebutuhan publik serta juga 
menyelenggarakan berbagai praktik mana-
jerial agar mampu melaksanakan segala 
kegiatan secara efektif, efisien & rasional. 

Ali (2015:135) mengemukakan bahwa 
administrasi publik terdapat lima buah teo-
ri perihal publik yaitu: 1) publik sebagai ke 
lompok kepentingan; 2) publik sebagai pe-
milih rasional; 3) publik sebagai pihak ter-
wakili; 4) publik sebagai pengguna, dan; 5) 
publik sebagai bagian dari warga negara. 

Ahmad (2015:102) menyatakan bahwa 
administrasi publik diartikan untuk mema-
hami hubungan antara pemerintah dengan 
publik dan meningkatkan daya tanggap ke-
bijakan akan kebutuhan publik serta juga 
menjadikan lembaga praktek manajerial ter 
sebut agar terbiasa melaksanakan kegiatan 
secara efektif, efisien serta rasional. 

Menurut Tahir (2014:1-2) bahwa isti-
lah administrasi negara atau administrasi 

publik (public administration) sangat ber-
agam dikemukakan oleh para ahli yaitu: 
a. Administrasi negara adalah seluruh ke-

giatan yang dilakukan oleh seluruh apa-
ratur pemerintahan dari suatu negara da-
lam usaha untuk mencapai tujuan suatu 
negara. (Siagian, 1996 ;8) 

b. Doglas dalam Stillman (1992:2) menge-
mukakan “Public administration is the 
produced of good and service designed 
to serve the need of citizen”. 

c. Dubnick and Romzek (1991) The prac-
tice of public policy administration in-
volves  the dynamic reconciliation of va-
rious forces in government’s efforts to 
manage public and program. 
Administrasi negara merupakan berba-

gai aktifitas manajemen yang dilakukan 
oleh pemerintah (eksekutif) dimulai dari 
perencanaan, pengorganisasian, pengimp-
lementasian serta pengawasan program 
pembangunan dengan melibatkan legislatif 
dan yudikatif serta masyarakat guna terca-
painya visi dan misi serta tujuan pemerin-
tah (Tahir, 2014:3). 

Dari berbagai definisi diatas maka pen-
eliti mencoba merumuskan perihal admini-
strasi publik yaitu proses penyelenggaran 
kegiatan pemerintahan dalam rangka pe-
menuhan pelayanan publik serta mewujud-
kan visi dan misi pemerintah. Sehingga ad-
ministrasi publik ini menjadi dasar peneliti 
untuk mengetahui lebih jauh perihal imp-
lementasi kebijakan Program Bantuan Be-
nih Jagung Hibrida di Kab. Gorontalo. 
Teori Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi merupakan salah satu ta-
hap dalam proses kebijakan publik. Biasa-
nya implementasi dilaksanakan setelah se-
buah kebijakan dirumuskan dengan tujuan 
yang jelas. Implementasi adalah suatu rang 
kaian aktifitas dalam rangka menghantar-
kan kebijakan kepada masyarakat sehingga 
kebijakan tersebut dapat membawa hasil se 
bagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 
2009:295). 
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Dua pilihan menjalankan implemen-
tasi kebijakan publik yaitu, secara langsung 
menerapkan implemntasi itu ke dalam ben-
tuk program atau lewat rumusan turunan 
dari kebijakan tersebut. Implemntasi terse-
but dapat dilihat jelas melalui program, ke-
giatan atau projek. Hal ini adalah model 
yang lazim dari mekanisme yang diadap-
tasi dari manajemen publik. Rangkaian kon 
sep seperti program yang dijadikan project 
sehingga pada akhirnya menjadi kegiatan, 
apakah itu dikerjakan oleh pemerintah atau 
swasta maupun masyarakat. 

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi 
Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan 
implementasi kebijakan publik sebagai tin-
dakan-tindakan dalam keputusan-keputus-
an sebelumnya. Tindakan-tindakan ini men 
cakup usaha-usaha untuk mengubah kepu-
tusan-keputusan menjadi tindakan-tindak-
an operasional dalam kurun waktu tertentu 
maupun dalam rangka melanjutkan usaha-
usaha untuk mencapai perubahan besar dan 
kecil yang ditetapkan oleh keputusan-ke-
putusan kebijakan yang dilakukan oleh or-
ganisasi publik yang diarahkan untuk men-
capai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Adapun makna implementasi menurut 
Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier 
(1979) sebagaimana dalam buku Solihin 
Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bah-
wa “Implementasi adalah memahami apa-
apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 
program dinyatakan berlaku atau dirumus-
kan merupakan fokus perhatian implemen-
tasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian 
dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijaks-
anaan negara yang mencakup baik usaha-
usaha untuk mengadministrasikannya mau 
pun menimbulkan akibat/dampak nyata 
pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. 

Dari kutipan teori-teori tersebut kami 
dapat menarik kesimpulan bahwa imple-
mentasi merupakan suatu kebijakan yang 
disusun berdasarkan maksud dan tujuan 
serta sasaran untuk mencapai kebijakan 
yang akan diputusukan. Akhirnya implem-

entasi adalah suatu aktivitas yang dikerja-
kan beberapa aktor yang kemudian meng-
hasilkan suatu output sesuai tujuan dan sa-
saran kebijakan yang akan dicapai tersebut. 
Faktor Pendukung 

Implementasi kebijakan bila dipan-
dang dalam pengertian yang luas, merupa-
kan alat administrasi hukum dimana berba-
gai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 
yang bekerja bersama-sama untuk menja-
lankan kebijakan guna meraih dampak atau 
tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 
2002:102). 

Beberapa teori dari para ahli mengenai 
implementasi kebijakan, yaitu: 
a. Teori George C. Edward 

Edward (dalam Subarsono, 2011:90 
-92) berpandangan bahwa implementasi 
kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel: 
1. Komunikasi, yaitu keberhasilan imp-

lementasi kebijakan yang mensyarat-
kan agar implementor mengetahui 
yang harus dilakukan, dimana yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan 
harus ditransmisikan kepada kelom-
pok sasaran (target group), sehingga 
mengurangi distorsi implementasi. 

2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan 
telah dikomunikasikan secara jelas 
dan konsisten, tetapi apabila imple-
mentor kekurangan sumberdaya un-
tuk melaksanakan, maka implemen-
tasi tidak akan berjalan efektif. Sum-
ber daya tersebut dapat berwujud 
sumber daya manusia, misalnya kom 
petensi implementor dan sumber 
daya finansial. 

3. Disposisi, adalah watak dan karakte-
ristik yang dimiliki oleh implemen-
tor, seperti komitmen, kejujuran, si-
fat demokratis. Apabila implementor 
memiliki disposisi yang baik, maka 
implementor tersebut dapat menja-
lankan kebijakan dengan baik seperti 
apayang diinginkan oleh pembuat ke-
bijakan. Ketika implementor memi-
liki sikap atau perspektif yang berbe-
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da dengan pembuat kebijakan, maka 
proses implementasi kebijakan juga 
menjadi tidak efektif. 

4. Struktur birokrasi, struktur organisa-
si yang bertugas mengimplementasi-
kan kebijakan memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap implemen-
tasi kebijakan. Aspek dari struktur 
organisasi adalah Standard Opera-
ting Procedure (SOP) dan fragmen-
tasi. Struktur organisasi yang terlalu 
panjang akan cenderung melemah-
kan pengawasan dan menimbulkan 
red-tape, yakni prosedur birokrasi 
yang rumit dan kompleks, yang men-
jadikan aktivitas organisasi statis. 

Faktor Penghambat 
Menurut Bambang Sunggono, imple-

mentasi kebijakan mempunyai beberapa 
faktor penghambat, yaitu:  
a. Isi kebijakan 

Pertama, implementasi kebijakan 
gagal karena masih samarnya isi kebi-
jakan, maksudnya apa yang menjadi tu-
juan tidak cukup terperinci, sarana-sara-
na dan penerapan prioritas, atau prog-
ram-program kebijakan terlalu umum 
atau sama sekali tidak ada. Kedua, kare-
na kurangnya ketetapan intern maupun 
ekstern dari kebijakan yang akan dilak-
sanakan. Ketiga, kebijakan yang akan 
diimplementasiakan dapat juga menun-
jukkan adanya kekurangan-kekurangan 
yang sangat berarti. Keempat, penyebab 
lain dari timbulnya kegagalan imple-
mentasi suatu kebijakan publik dapat 
terjadi karena kekurangankekurangan 
yang menyangkut sumber daya-sumber 
daya pembantu, misalnya yang menya-
ngkut waktu, biaya dan tenaga manusia. 

b. Informasi  
Implementasi kebijakan publik me-

ngasumsikan bahwa para pemegang pe-
ran yang terlibat langsung mempunyai 
informasi yang perlu atau sangat berkai-
tan untuk dapat memainkan perannya 
dengan baik. Informasi ini justru tidak 

ada, misalnya akibat adanya gangguan 
komunikasi. 

c. Dukungan  
Pelaksanaan suatu kebijakan publik 

akan sangat sulit apabila pada pengim-
lementasiannya tidak cukup dukungan 
untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. 

d. Pembagian Potensi  
Sebab musabab yang berkaitan den-

gan gagalnya implementasi suatu kebi-
jakan publik juga ditentukan aspek pem-
bagian potensi diantara para pelaku 
yang terlibat dalam implementasi. Da-
lam hal ini berkaitan dengan diferensiasi 
tugas dan wewenang organisasi pelak-
sana. Struktur organisasi pelaksanaan da 
pat menimbulkan masalah-masalah apa-
bila pembagian wewenang dan tang-
gung jawab kurang disesuaikan dengan 
pembagian tugas atau ditandai oleh ada-
nya pembatasan yang tidak jelas (Bam-
bang Sunggono, 1994:149-153). 
 Menurut James Anderson yang di-

kutip oleh Bambang Sunggono, faktor-fak-
tor yang menyebabkan anggota masyarakat 
tidak mematuhi dan melaksanakan suatu 
kebijakan publik, yaitu: 
a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif 

terhadap hukum, dimana terdapat bebe-
rapa aturan perundang-undangan atau 
kebijakan publik yang bersifat kurang 
mengikat individu-individu; 

b. Karena anggota masyarakat dalam suatu 
kelompok atau perkumpulan dimana me 
reka mempunyai gagasan atau pemiki-
ran yang tidak sesuai atau bertentangan 
dengan peraturan hukum dan keinginan 
pemerintah;  

c. Adanya keinginan untuk mencari keun-
tungan dengan cepat diantara anggota 
masyarakat yang mencenderungkan or-
ang bertindak dengan menipu atau de-
ngan jalan melawan hukum;  

d. Adanya ketidakpastian hukum atau keti-
dakjelasan “ukuran” kebijakan yang mu 
ngkin saling bertentangan satu dengan 
lainnya, yang dapat menjadi sumber ke-
tidakpatuhan orang pada hukum atau 
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kebijakan publik;  
Apabila suatu kebijakan ditentang se-

cara tajam (bertentangan) dengan sistem 
nilai yang dianut masyarakat secara luas 
atau kelompok tertentu dalam masyarakat. 
(Bambang Sunggono, 1994:144-145). 
Solusi Implementasi Kebijakan 

Peraturan perundang-undangan meru-
pakan sarana bagi implementasi kebijakan 
publik. Suatu kebijakan akan menjadi efek-
tif apabila dalam pembuatan maupun imp-
lementasinya didukung oleh sarana-sarana 
yang memadai. Adapun unsur-unsur yang 
harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat 
terlaksana dengan baik, yaitu:  
a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu 

sendiri, di mana terdapat kemungkinan 
adanya ketidakcocokan antara kebija-
kan-kebijakan dengan hukum yang ti-
dak tertulis atau kebiasaan yang berlaku 
dalam masyarakat.  

b. Mentalitas petugas yang menerapkan 
hukum atau kebijakan. Para petugas hu-
kum (secara formal) yang mencakup ha-
kim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus 
memiliki mental yang baik dalam me-
laksanakan (menerapkan) suatu peratu-
ran perundang-undangan atau kebija-
kan. Sebab apabila terjadi yang sebalik-
nya, maka akan terjadi gangguan-gang-
guan atau hambatan dalam melaksana-
kan kebijakan/peraturan hukum.  

c. Fasilitas, yang diharapkan untuk men-
dukung pelaksanaan suatu peraturan hu-
kum. Apabila suatu peraturan perun-
dang-undangan ingin terlaksana dengan 
baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-
fasilitas yang memadai agar tidak me-
nimbulkan gangguan atau hambatan da-
lam pelaksanaannya. 
Warga masyarakat sebagai obyek, da-

lam hal ini diperlukan adanya kesadaran 
hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan 
perilaku warga masyarakat seperti yang di-
kehendaki oleh peraturan perundang-unda-
ngan (Bambang Sunggono, 1994:158). 

 

 
 

Konsep Kebijakan Publik 
Budi Winarno (2008:16) menyebutkan 

secara umum istilah “kebijakan” atau “po-
licy” digunakan untuk menunjuk perilaku 
seorang aktor (misalnya seorang pejabat, 
suatu kelompok maupun suatu lembaga 
pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam 
suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian 
kebijakan seperti ini dapat kita gunakan 
dan relatif memadai untuk pembicaraan-
pembicaraan biasa, namun menjadi kurang 
memadai untuk pembicaraan-pembicaraan 
yang kebih bersifat ilmiah dan sistematis 
menyangkut analisis kebijakan publik oleh 
karena itu diperlukan batasan atau konsep 
kebijakan publik yang lebih tepat. 

Frederickson dan Hart dalam Tangkili-
san (2003:19), mengemukakan kebijakan 
adalah suatu tindakan yang mengarah pada 
tujuan yang diusulkan oleh seseorang, ke-
lompok atau pemerintah dalam lingkungan 
tertentu sehubungan adanya hambatan ter-
tentu sambil mencari peluang-peluang un-
tuk mencapai tujuan atau mewujudkan sa-
saran yang diinginkan. 

Menurut Mulyadi (2016:37), bahwa da 
lam peraturan tertulis, tingkatan kebijakan 
publik di Indonesia dapat dibedakan men-
jadi tiga yaitu: 
§ Kebijakan publik tertinggi adalah kebi-

jakan publik yang mendasari dan men-
jadi falsafah dari terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 
yaitu Pancasila dan Undang-Undang Da 
sar (UUD) 1945 yang merupakan pro-
duk pendiri bangsa Indonesia, yang da-
pat direvisi oleh Majelis Permusyawara-
tan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan 
dari seluruh rakyat Indonesia. 

§ Kebijakan publik yang kedua adalah 
yang dibuat dalam bentuk kerjasama 
antara legislatif dan eksekutif. Model ini 
bukan menyiratkan ketidakmampuan le-
gislatif, namun menyiratkan kompleksi-
tas permasalahan yang tidak memung-
kinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh 
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kebijakan publik yang dibuat bersama 
antara eksekutif dan legislatif ini adalah 
Undang-Undang dan Peraturan Daerah. 

§ Kebijakan publik yang ketiga adalah ke-
bijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. 
Di dalam perkembangannya, peran ek-
sekutif tidak cukup melaksanakan kebi-
jakan yang di buat oleh legislatif, karena 
produk dari legislatif berisikan peratu-
ran yang sangat luas, sehinga dibutuh-
kan peraturan pelaksana yang dibuat se-
bagai turunan dari peraturan legislatif. 
Contoh kebijakan publik yang dibuat 
oleh eksekutif adalah peraturan peme-
rintah (PP), Keputusan/Peraturan Presi-
den (Kepres/Perpres), Keputusan/Perat-
uran Menteri (Kepmen/Permen), Kepu-
tusan/Peraturan Gubernur, Keputusan/ 
Peraturan Walikota/Bupati. 
Menurut Nugroho, ada dua karakteris-

tik dari kebijakan publik, yaitu: 
a. Kebijakan publik merupakan sesuatu 

yang mudah untuk dipahami, karena 
maknanya adalah hal-hal yang diker-
jakan untuk mencapai tujuan nasional;  

b. kebijakan publik merupakan sesuatu 
yang mudah diukur, karena ukurannya 
jelas yakni sejauh mana kemajuan pen-
capaian cita-cita sudah ditempuh.  
Menurut Woll sebagaimana dikutip 

Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa 
kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas 
pemerintah untuk memecahkan masalah di 
masyarakat, baik secara langsung maupun 
melalui berbagai lembaga yang mempe-
ngaruhi kehidupan masyarakat. 

Thomas R Dye sebagaimana dikutip 
Islamy (2009:19) mendefinisikan kebija-
kan publik sebagai “is whatever govern-
ment choose to do or not to do” (apapaun 
yang dipilih pemerintah untuk dilakukan 
atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini 
menekankan bahwa kebijakan publik ada-
lah mengenai perwujudan “tindakan” dan 
bukan merupakan pernyataan keinginan 
pemerintah atau pejabat publik semata. Di 
samping itu pilihan pemerintah untuk tidak 
melakukan sesuatu juga merupakan kebi-

jakan publik karena mempunyai pengaruh 
(dampak yang sama dengan pilihan peme-
rintah untuk melakukan sesuatu. 

Terdapat beberapa ahli yang mendefi-
niskan kebijakan publik sebagai tindakan 
yang diambil oleh pemerintah dalam me-
respon suatu krisis atau masalah publik. 
Begitupun dengan Chandler dan Plano se-
bagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1) 
yang menyatakan bahwa kebijakan publik 
adalah pemanfaatan yang strategis terha-
dap sumber daya yang ada untuk meme-
cahkan masalah-masalah publik atau pe-
merintah. Selanjutnya dikatakan bahwa ke-
bijakan publik merupakan suatu bentuk in-
tervensi yang dilakukan secara terus-me-
nerus oleh pemerintah demi kepentingan 
kelompok yang kurang beruntung dalam 
masyarakat agar mereka dapat hidup, dan 
ikut berpartisipasi dalam pembangunan 
secara luas.  

David Easton yang sebagaimana diku-
tip Leo Agustino (2009:19) telah memberi-
kan definisi kebijakan publik sebagai “the 
autorative allocation of values for the who-
le society”. Definisi ini menegaskan bahwa 
hanya pemilik otoritas dalam sistem politik 
(pemerintah) yang secara sah dapat berbuat 
sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan 
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu diwujudkan da-
lam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal 
ini disebabkan karena pemerintah terma-
suk ke dalam “authorities in a political sys-
tem” yaitu para penguasa dalam sistem po-
litik yang terlibat dalam urusan sistem poli-
tik sehari-hari dan mempunyai tanggungja-
wab dalam suatu masalah tertentu dimana 
pada suatu titik mereka diminta untuk me-
ngambil keputusan di kemudian hari kelak 
diterima serta mengikat sebagian besar 
anggota masyarakat selama waktu tertentu. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli ter 
sebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
publik adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan atau tidak dilakukan oleh peme-
rintah yang berorientasi pada tujuan terten-
tu guna memecahkan masalah publik atau 
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demi kepentingan publik. Kebijakan untuk 
melakukan sesuatu biasanya tertuang da-
lam ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang dibuat pemerintah sehing-
ga memiliki sifat mengikat dan memaksa. 

Beberapa ahli menjelaskan jenis kebi-
jakan publik sesuai sudut pandangnya. 

James Anderson sebagaimana dikutip 
Suharno (2010:24-25) menyampaikan kate 
gori kebijakan publik sebagai berikut: 
a. Kebijakan substantif versus kebijakan 

prosedural kebijakan substantif yaitu ke 
bijakan yang menyangkut apa yang ak-
an dilakukan oleh pemerintah. Sedang-
kan kebijakan prosedural adalah bagai-
mana kebijakan substantif tersebut da-
pat dijalankan.  

b. Kebijakan distributif versus kebijakan 
regulatori versus kebijakan redistributif 
kebijakan distributif menyangkut distri-
busi pelayanan atau kemanfaatan pada 
masyarakat atau individu. Kebijakan re-
gulatori merupakan kebijakan yang be-
rupa pembatasan atau pelarangan terha-
dap perilaku individu atau kelompok 
masyarakat. Sedangkan, kebijakan re-
distributif merupakan kebijakan yang 
mengatur alokasi kekayaan, pendapat-
an, pemilikan atau hak-hak diantara ber-
bagai kelompok dalam masyarakat. 

c. Kebijakan materal versus kebijakan sim 
bolik kebijakan materal yaitu kebijakan 
yang memberikan keuntungan sumber 
daya komplet pada kelompok sasaran. 
Sedangkan, kebijakan simbolis adalah 
kebijakan yang memberikan manfaat 
simbolis pada kelompok sasaran. 

d. Kebijakan yang berhubungan dengan 
barang umum (public goods) dan barang 
privat (privat goods) kebijakan public 
goods adalah kebijakan yang mengatur 
pemberian barang atau pelayanan pub-
lik. Sedangkan, kebijakan privat goods 
adalah kebijakan yang mengatur penye-
diaan barang/pelayanan pasar bebas. 
Sholichin Abdul Wahab sebagaimana 

dikutip Suharno (2010:25-27) mengisya-
ratkan bahwa pemahaman yang lebih baik 

terhadap hakikat kebijakan publik sebagai 
tindakan yang mengarah pada tujuan, ke-
tika kita dapat memerinci kebijakan ter-
sebut kedalam beberapa kategori, yaitu:  
a. Tuntutan kebijakan (policy demands) 

Yaitu tuntutan atau desakan yang 
diajukan pada pejabat-pejabat pemerin-
tah yang dilakukan oleh aktor lain, baik 
swasta maupun kalangan pemerintah 
sendiri dalam sistem politik untuk mela-
kukan tindakan tertentu atau sebaliknya 
untuk tidak melakukan tindakan pada 
suatu masalah tertentu. Tuntutan ini da-
pat bervariasi, mulai dari desakan um-
um, agar pemerintah berbuat sesuatu hi-
ngga usulan untuk mengambil tindakan 
konkret tertentu terhadap suatu masalah 
yang terjadi di dalam masyarakat. 

b. Keputusan kebijakan (policy decisions) 
Adalah keputusan yang dibuat oleh 

para pejabat pemerintah yang dimak-
sudkan untuk memberikan arah terha-
dap pelaksanaan kebijakan publik. Dal-
am hal ini, termasuk didalamnya kepu-
tusan-keputusan untuk menciptakan sta-
tuta (ketentuan-ketentuan dasar), keteta-
pan-ketetapan, ataupun membuat penaf-
siran terhadap undang-undang. 

c. Pernyataan kebijakan 
Merupakan pernyataan resmi atau 

penjelasan mengenai kebijakan publik 
tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, ke-
putusan presiden atau dekrit presiden, 
keputusan peradilan, pernyataan atau-
pun pidato pejabat pemerintah yang me-
nunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, 
dan apa yang dilaksanakan untuk men-
capai tujuan tersebut. 

d. Keluaran kebijakan (policy outputs) 
Merupakan wujud dari kebijakan 

publik yang paling dapat dilihat dan di-
rasakan, karena menyangkut hal-hal 
yang senyatanya dilakukan guna merea-
lisasikan apa yang telah digariskan da-
lam keputusan dan pernyataan kebija-
kan. Secara singkat keluaran kebijakan 
ini menyangkut apa yang ingin dikerja-
kan oleh pemerintah. 
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e. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes)  

Adalah akibat-akibat atau dampak 
yang benar-benar dirasakan oleh masya-
rakat, baik yang diharapkan atau yang 
tidak diharapkan sebagai konsekuensi 
dari adanya tindakan atau tidak adanya 
tindakan pemerintah dalam bidang-bid-
ang atau masalah-masalah tertentu yang 
ada dalam masyarakat. 
William N. Dunn (2000:21) membeda-

kan tipe kebijakan menjadi 5 bagian yaitu:  
1. Masalah kebijakan (policy public)  

Adalah nilai, kebutuhan dan kesem-
patan yang belum terpuaskan, tetapi 
dapat diidentifikasi dan dicapai melalui 
tindakan publik. Pengetahuan apa yang 
hendak dipecahkan membutuhkan infor 
masi mengenai kondisi-kondisi yang 
mendahului adanya problem maupun 
informasi mengenai nilai yang penca-
paiannya perlu pemecahan masalah. 

2. Alternative kebijakan 
Yaitu arah tindakan yang secara po-

tensial tersedia yang dapat member sum 
bangan kepada pencapaian nilai dan pe-
mecahan masalah kebijakan. Informasi 
mengenai kondisi yang menimbulkan 
masalah pada dasarnya juga mengan-
dung identifikasi terhadap kemungki-
nan pemecahannya. 

3. Tindakan kebijakan (policy actions) 
Adalah suatu gerakan atau serang-

kaian gerakan sesuai dengan alternatif 
kebijakan yang dipilih, yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan bernilai. 

4. Hasil kebijakan (policy outcomes) 
Adalah akibat yang terjadi dari se-

rangkaian tindakan kebijakan yang telah 
dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan 
tidak sepenuhnya stabil atau diketahui 
sebelum tindakan dilakukan, juga tidak 
semua dari hasil tersebut terjadi seperti 
yang diharapkan sebelumnya. 

5. Hasil guna kebijakan 
Adalah tingkat seberapa jauh hasil 

kebijakan memberikan sumbangan pada 
pencapaian nilai. Pada kenyataanya ja-

rang ada problem yang dapat dipecah-
kan secara tuntas, umumnya pemecahan 
terhadap suatu problem dapat menum-
buhkan problem sehingga perlu peme-
cahan kembali atau perumusan kembali. 

Kebijakan Program  
Dalam Peraturan Menteri Pertanian RI 

Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 ta-
nggal 18 Desember 2017 tentang Pedoman 
Umum Pengelolaan Bantuan Bantuan pe-
merintah lingkup kementerian pertanian 
adalah suatu upaya untuk mendukung pe-
ningkatan produktivitas dan produksi padi, 
jagung dan kedelai dalam mendukung ke-
tahanan pangan. 

Pada pelaksanaan peningkatan produk-
tivitas dan produksi padi, jagung dan ke-
delai melalui Program Bantuan Langsung 
Benih Unggul disebutkan beberapa peng-
ertian sebagai berikut: 
a. Bantuan Langsung Benih Unggul yang 

selanjutnya disebut BLBU adalah se-
jumlah tertentu benih varietas unggul 
bermutu padi non hibrida, padi hibrida, 
jagung hibrida dan kedelai bantuan pe-
merintah yang diberikan secara gratis 
kepada petani melalui kelompok tani 
yang telah ditetapkan. 

b. Calon Petani dan Calon Lokasi yang 
selanjutnya disebut CPCL adalah calon 
kelompok tani penerima bantuan benih 
dan lokasi lahan yang akan ditanami ke-
lompok tani dengan menggunakan be-
nih bantuanBLBU. 

c. Kelompok tani penerima bantuan ad-
alah kelompok tani yang memenuhi per-
syaratan dan ditetapkan dengan surat 
keputusan oleh kepala dinas pertanian 
provinsi dengan memperhatikan saran 
dan pertimbangan dari kepala dinas per-
tanian kabupaten/kota. 
Pembinaan adalah kegiatan dalam ran-

gka pelaksanaan sosialisasi, penyiapan cal-
on petani dan calon lokasi, koordinasi den-
gan instansi terkait. 
METODE PENELITIAN 
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Jenis dan pendekatan penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian kulitatif menurut Su-
giyono (2015:1) adalah metode penelitian 
yang digunakan untuk meneliti pada kon-
disi obyek yang alamiah, (sebagai lawan-
nya adalah eksperimen) dimana peneliti 
adalah sebagai instrumen kunci, teknik pe-
ngumpulan data dilakukan secara trianggu-
lasi (gabungan), analisis data bersifat in-
duktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi. 

Lebih lanjut Sugiyono (2016:11) menya-
takan bahwa penelitian deskriptif adalah pene-
litian yang dilakukan untuk mengetahui varia-
bel mandiri, baik satu variabel atau lebih (in-
dependen) tanpa membuat perbandingan, atau 
menghubungkan antara variabel satu dengan 
variabel yang lain. 

HASIL PENELITIAN 
Implementasi kebijakan  program 

Disektor pertanian pengembangan ta-
naman pangan adalah suatu upaya dalam 
memfasilitasi pengembangan dan perluas-
an usaha tanaman pangan untuk mengha-
silkan produk yang berkualitas mulai dari 
hulu hingga hilir. Pengembangan pada ta-
naman pangan beorientasi untuk pening-
katan produksi dan peningkatan pengha-
silan. Yang menjadi Indikator penting un-
tuk mewujudkan kedua orientasi itu, perlu 
ada optimalisasi terhadapa efisiensi usaha, 
pertumbuhan produktivitas, pertambahan 
nilai tambah dengan menjaga kualitas serta 
peningkatan kapasitas usaha dalam meng-
hasilkan produk-produk baru yang mampu 
berdaya saing dengan produk lain. 

Jika dilihat dari luasan lahan 73.881 ha 
untuk tamanan jagung maka kebutuhan be-
nih jagung kurang lebih 2.216 ton pertahun 
dua kali tanam. Dan diKecamatan Pulubala 
sendiri membutuhkan 406 ton benih dari 
luasan 13.548 ha dengan standar rata-rata 
kebutuhan benih 15 Kg perhektar. Tentu 
hal ini merupakan peluang ekonomi oleh 
masyarakat atau kelompok tani setempat 
untuk malakukan penangkaran yang tentu 

saja nilai ekonominya lebih tinggi sehingga 
tidak terjadi ketergantungan kepada peme-
rintah, dimana hal ini lebih memberi tang-
gungjawab, karena kalau dilihat dari tahun 
ke tahun hasil produksi tanaman jagung di 
Kabupaten Gorontalo tidak terjadi pening-
katan, begitu juga di Kecematan Pulubala, 
itu artinya bahwa program bantuan benih 
ini tidak menunjukan hasil yang positif, di-
mana harapan pemerintah program ini da-
pat meningkatkan hasil produksi dari tahun 
ke tahun seiring dengan adanya program 
bantuan benih. Namun sesuai data tersebut 
bahkan menunjukan bahwa hasil produksi 
cenderung turun. 

Sesuai dengan konsep kebijakan pub-
lik sebagai upaya pemerintah memenuhi 
kebutuhan dan pemecahan masalah yang 
ada di masyarakat, kebijakan  program ban 
tuan benih jagung hibrida di Kab. Goronta-
lo merupakan upaya pemerintah untuk me-
mecahkan permasalahan di tingkat petani. 
khususnya permasalahan benih jagung hib-
rida. Walaupun masalah kebutuhan benih 
sudah terpenuhi tetapi harapan untuk pe-
ningkatan hasil tidak menunjukan angka 
yang signifikan bahkan cenderung turun. 

Proses implementasi kebijakan prog-
ram bantuan benih jagung hibrida di Kabu-
paten Gorontalo  tidak selalu berjalan den-
gan lancar. Masih terdapat beberapa kenda-
la yang menjadi penghambat proses imple-
mentasi kebijakan. Kendala tersebut meru-
pakan kendala yang mendasar, diantaranya 
mengenai SDM, ketersediaan dana penun-
jang, dan proses komunikasi yang dilaku-
kan oleh implementorkebijakan. 

Oleh sebab itu kendala tersebut di ana-
lisis penyebabnya berdasarkan teori model 
implementasi kebijakan George C. Edwar-
ds III. Model implementasi kebijakan ter-
sebut memberikan pandangan bahwa imp-
lementasi kebijakan dipengaruhi oleh em-
pat variabel, yakni komunikasi, sumber da-
ya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. 
a. Komunikasi 

Salah satu hal yang penting dalam 
implementasi sebuah kebijakan yaitu isi 
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dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebi-
jakan dapat berjalan dengan efektif apa-
bila pelaksanaannya memahami isi yang 
menjadi maksud dan tujuan dari kebija-
kan yang telah ditetapkan, dimana mak-
sud dan tujuan itu dapat dilihat dalam isi 
kebijakan yang tertuang dalam pasal di 
dalam perda. Implementasi kebijakan 
dapat gagal karena masih samarnya isi 
atau tujuan kebijakan serta tidak jelas-
nya sasaran kebijakan itu sendiri. Ber-
dasarkan hasil penelitian dalam rangka 
program bantuan benih jagung hibrida, 
maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini 
Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo 
telah berupaya untuk melaksanakan pro 
gram bantuan benih jagung hibrida de-
ngan tujuan dan sararan kebijakan yang 
sudah jelas. 

Komunikasi antar pembuat kebija-
kan, pelaksana kebijakan dan sasaran 
kebijakan merupakan tahap awal dalam 
setiap implementasi kebijakan. Dua hal 
yang perlu ditekankan dalam melaku-
kan komunikasi menurut George C. Ed-
wards III adalah konsistensi dalam pe-
nyampaian informasi dan kejelasan in-
formasi yang disampaikan. Kegiatan per 
tama yang dilakukan dalam implemen-
tasi kebijakan bantuan benih jagung hib-
rida yaitu komunikasi antara Dinas Per-
tanian Kabupaten Gorontalo dan Dinas 
Pertanian Provinsi Gorontalo. Dari hasil 
penelitian disebutkan bahwa proses ko-
munikasi yang terjadi dalam implemen-
tasi kebijakan bantuan benih jagung hib-
rida belum berjalan dengan baik, dikare-
nakan penyampaian informasi yang ku-
rang jelas, perbedaan kemampuan imp-
lementor dalam menangkap dan mema-
hami informasi yang disampaikan juga 
berbeda. 

b. Sumber daya 
Ketersediaan sumber daya merupa-

kan salah satu syarat keberhasilan dalam 
implementasi sebuah kebijakan. Berda-
sarkan pada pendapat George C. Edwar-
ds III, meskipun komunikasi sudah dila-

ksanakan dengan jelas dan konsisten, te-
tapi jika pelaksana kebijakan kekurang-
an sumber daya yang diperlukan untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam 
implementasi, maka kebijakan implem-
entasi kebijakan sulit dilakukan. 

Ketersediaan Sumber Daya Manu-
sia dalam implementasi kebijakan Prog-
ram Bantuan Benih Jagung di Kabupa-
ten Gorontalo dilevel Penyuluh Pertani-
an lapangan belum mencakup semua 
wilayah sehingga Dinas Pertanian Ka-
bupaten Gorontalo mengoptimalkan ki-
nerja staf untuk melaksanakan peker-
jaan yang ada sampai selesai, namun 
upaya tersebut dinilai kurang optimal, 
karena membebani pekerjaan diluar ke-
mampuan dan berdampak pada pelaksa-
naan kebijakan menjadi tidak efektif. 

Sumber daya anggaran selain me-
ngandalkan dari APBN juga berasal dari 
APBD Kab. Gorontalo. Namun anggar-
an tersebut di rasakan masih kurang da-
lam hal operasional kebijakan. Keterba-
tasan sumber daya anggaran tersebut 
membuat sulitnya petugas lapangan da-
lam membuat program yang maksimal. 

c. Disposisi 
Disposisi merupakan kecenderung-

an sikap, keinginan dan komitmen pela-
ksana kebijakan untuk melaksanakan se 
buah kebijakan yang ditetapkan. Dispo-
sisi yang diungkapkan oleh George C. 
Edwards III sebagai pendorong keber-
hasilan implementasi kebijakan, dispo-
sisi pelaksana kebijakan akan mempe-
ngaruhi kinerja kebijakan sebab jika pe-
laksanaan kebijakan didasari oleh sikap, 
keinginan dan komitmen untuk melak-
sanakan kebijakan dengan baik, maka 
keberhasilan implementasi kebijakan 
akan semakin besar. 

Dalam implementasi kebijakan ban-
tuan benih jagung hibrida di Kabupaten 
Gorontalo, kemauan dan kesungguhan 
para pelaksana dalam melakukan imple-
mentasi bantuan benih jagung hibrida di 
nilai sudah baik. Walaupun dengan ber-
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bagai kekurangan dan kendala yang ada, 
mereka tetap berusaha untuk mensiasa-
tinya seperti penggunaan fasilitas yang 
ada untuk menunjang kelancaran pelak-
sanaan kebijakan tersebut. 

d. Struktur birokrasi 
Pendapat Edward III dalam Widodo 

(2010:106) struktur birokrasi mencakup 
dimensi fragmentasi yaitu penyebaran 
tanggung jawab suatu kebijakan kepada 
beberapa badan yang berbeda sehingga 
memerlukan koordinasi. Selain itu, stru-
ktur birokrasi mencakup dimensi stan-
dar prosedur operasional yang akan me-
mudahkan dan menyeragamkan tindak-
an dari pelaksana kebijakan dalam me-
laksanakan apa yang menjadi tugasnya. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan wa-

wancara, implementasi kebijakan bantuan 
benih jagung hibrida di Kabupaten Goron-
talo sudah memiliki SOP atau prosedur ker-
ja, namun masih perlu penyesuaian dengan 
SOP yang di buat oleh Kementerian Perta-
nian. Hal ini sesuai dari hasil wawancara 
dengan beberpa informan. Sehingga Dinas 
Pertanian Kabupaten Gorontalo melakukan 
koordinasi dengan Dinas Pertanian Provin-
si Gorontalo. 

Hambatan Implementasi kebijakan 
Implementasi kebijakan bantuan benih 

jagung hibrida tidak selalu berjalan lancar. 
Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan ter-
kadang tidak berjalan sesuai dengan yang 
dicita-citakan. Terdapat banyak permasala-
han yang dialami baik berasal dari internal 
lembaga maupun dari eksternal lembaga, 
sehingga akan menghambat jalannya imp-
lementasi kebijakan bantuan benih jagung 
hibrida di Kabupaten Gorontalo. 

Sesuai dengan hasil wawancara dan 
pengamatan terdapat beberapa hambatan 
yang dialami dalam proses implementasi 
kebijakan bantuan benih jagung hibrida di 
Kabupaten Gorontalo. Berikut hambatan- 
hambatan yang terjadi: 
§ Terbatasnya sumber daya manusia dan 

sumber anggaran pendukung, sehingga 

menyebabkan program yang terealisasi 
masih belum optimal. 

§ Sosialisasi yang dilakukan masih ku-
rang, karena masih banyak masyarakat 
dan kelompok tani yang belum menge-
tahui mengenai adanya kebijakan ban-
tuan benih jagung hibrida. 
SOP yang masih dalam taraf penye-

suaian  di tingkat Dinas Pertanian Provinsi 
Gorontalo mengakibatkan pelaksana me-
miliki prosedur kerja sendiri sehingga tidak 
ada keseragaman para pelaksana dalam 
melaksanakan tupoksinya. 
KESIMPULAN 
1. Produksi jagung tidak menunjukkan ha-

sil yang signifikan dengan adanya prog-
ram bantuan benih jagung dari tahun 
ketahun bahkan cenderung turun. 

2. Ada peluang yang cukup potensial da-
lam pengembangan produksi jagung 
dan pengembangan benih jagung hibri-
da di Kabupaten Gorontalo. 

3. Implementasi kebijakan Program Ban-
tuan Benih Jagung Hibrida di Kabupa-
ten Gorontalo belum berjalan secara 
optimal, karena berdasarkan indikator 
implementasi masih terdapat beberapa 
kendala, yaitu dari sisi komunikasi, pro-
ses komunikasi yang terjadi dalam imp-
lementasi kebijakan Program Bantuan 
Benih Jagung Hibrida belum berjalan 
dengan baik, dikarenakan penyampaian 
informasi yang kurang jelas, perbedaan 
kemampuan implementor dalam mena-
ngkap dan memahami informasi yang 
disampaikan juga berbeda. 

4. Hambatan Implementasi kebijakan Pro-
gram Bantuan Benih Jagung Hibrida di 
Kabupaten Gorontalo berupa hambatan 
internal itu sendiri yaitu terbatasnya 
sumber daya manusia dan dan sumber 
daya anggaran, dengan itu realisasi pe-
laksanaan kebijakan program belum 
maksimal serta sosialisasi belum opti-
mal, karenaa masih banyaknya petani 
yang mengharapkan bantuan benih ja-
gung hibrida tersebut. Disisi lain masih 
banyak kelompok tani tidak tahu ten-



Titin Dunggio dan Sahar Darman 

Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida di Kabupaten 
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 

 

E-ISSN: 2746-1688, Vol. 1, No. 1, Sept. (2020), pp. 13-26  https://journals.ubmg.ac.id/index.php/JEBA/ 
Journal of Economics, Business and Administration (JEBA) 25 

tang adanya kebijakan Program Ban-
tuan Benih Jagung Hibrida. 
Hambatan internal lainnya yaitu Standar 
Operasional Prosedur yang telah di atur 
oleh Menteri Pertanian, masih perlu pe-
nyesuaian SOP di tingkat daerah, karena 
terdapat beberapa SOP masih perlu ke-
sepakatan dengan Dinas terkait di ting-
kat Provinsi.  

Hambatan eksternal lainnya yaitu pema-
haman masyarakat khususya kelompok 
tani terahadap kebijakan ini masih sa-
ngat minim. Dimana kelompok tani me-
mahami bahwa semua kelompok tani 
akan mendapatkan bantuan benih jag-
ung, sehinga tidak begitu peduli jika ada 
sosialisasi yang dilakukan Dinas terkait. 

SARAN 
a. Untuk mempercepat jalur distribusi tan-

pa mengurangi nilai kualitas program, 
maka harus mengurangi pos-pos Ko-
munikasi birokrasi, serta semua data 
CPCL sudah diverifikasi jauh sebelum-
nya. Seperti Gambar Berikut.Hal ini ju-
ga akan menjaga kecepatan dan ketepa-
tan waktu dalam supply benih yang ak-
hirnya kualitas benih yang diterima oleh 
petani sesuai dengan harapan. 

b. Untuk meningkatkan ekonomi masyara-
kat petani perlu ada pembimbingan in-
tensif oleh pemerintah kepada penang-
kar benih jagung untuk menghasilkan be 
nih yang berkualitas. 

c. Penerapan tahapan komunikasi “polo-
yode” untuk mendukung komunikasi 
yang efektif dan berkelanjutan serta pe-
ngembangan SDM. 

d. Harus ada sosialiasi berkelanjutan yang 
langsung berhubungan dengan kebija-
kan Program Bantuan Benih Jagung 
Hibrida di Kabupaten Gorontalo kepada 
masyarakat atau Kelompok Tani dan ha-
rus ada sosialisasi & infomasi Program 
Bantuan Benih Jagung Hibrida. 

e. Komunikasi dan informasi antar lem-
baga terkait harus menjadi perhatian pen 
ting dan harus ada dukungan sumber 

anggaran dan peningkatan kapasitas ser-
ta peningkatan kualitas sumber daya ma 
nusia melalui diklat ilmu pertanian khu-
susnya komoditas jagung. 

f. Program Bantuan Benih Jagung Hibrida 
bukan sekadar pemberian bantuan saja, 
akan tetapi harus bisa meningkatkan 
kualitas hidup dan meningkatkan pen-
dapatan & perekonomian petani jagung. 

g. Diperlukan penelitian berkelanjutan. Kare-
na penelitian ini masih berdasar pada hasil 
observasi, dokumntasi, dan wawancara dari 
informan yang terbatas sehingga masih me-
miliki kelemahan. Kebijakan Program Ban-
tuan Benih Jagung Hibrida yang setiap ta-
hunnya berubah-ubah, olehnya SOP di ting-
kat Daerah  yang yang masih perlu disesuai-
kan dengan kondisi daerah dengan itu dian-
jurkan lebih cermat dan teliti dalam menga-
mati implemntasi proses pelaksanaan Kebi-
jakan Program Bantuan Benih Jagung Hib-
rida di Kabupaten Gorontalo.. 
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